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PERATURAN. BUPATI QGAN. ILIR.
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN SERTA

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI OGAN ILIR,

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan ayat
{6) dan ayat {7} Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peranturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu adannya pengaturan
mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas
penggunaan serta pedoman umum pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD} di Kabupaten QOgan Ilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komenng Ulu Txmur
MUupd.!.CJ.L ugd.u numcuug OCMld.u. (.l.d.u. Muupd“:ll USd.Ll nu
di Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tabunr 2813 Nomor 152, Tembahan lembooam
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
‘.l.JC.l!LUdj.d.lL l‘csd.!d. J.\CPUULU&. u:.uuuc:aza ld.!.lu.ll. AU .L"'r .l'!U.u..lUl I

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5485

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Darrnetvrv o lome nnnvvr\l'\ lI d:v\'\]'\(\vn“ RTQMM Dnﬂ‘!""\‘ﬁr I“Aﬂ“aa‘n

Tabhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
S5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tehun 2014 tentang

_______ o JON L mot
r c;a‘fus.au ECIaskSaiiadgii uuwg-uuung .!.'IUI.!lUL U Larinlad

2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuir 2614 Nomor 123, Tambshan bembaramn Negsra: Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
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Menetapkan
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Peraturan Pemcnntal Nomaor 47 Tanun 2615 {LEﬁiucucui Negaia
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambshan
Lembaramx Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Ppnmplnlnnn I(pnnnonn DNegn {anfn N‘aaara }?m'mhhlr

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaien Ogan Ilir Nomor 20 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Iir
{(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2007 Nomor
20 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan IIit Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir {(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

L T NS .V T W ol \ SRR ' T O
ATAIGH SULIU INOLHIOE 1 £,

8. Peraoturan Daerah Kabupaten Ogan Iir Nemer 10 Tohun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Tlir Tahun 2018 Nomaor 10);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,

ARY TN ANT nhr(\nz'maa TAMDATIM T IAT A & NT TYINTN SR X A AT
rr;undnrm'e R Ch B ARLE AN BT s to BN g s L AW L s W R Fau€r VLT Olbl\ln CE e Ivin

UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB1

IVDDRAITITARA AT TIAAT TR L
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Pasal }

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Xabupaten adeloh Eabunaten QOgnn Hir,

2. Bupati adalah Bupati Ogan Hir.

3: Desa adalab desa don desa adat aten yang dischut dengan.
nama lain, selanjuinya disebut Desa, adalzh kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
}\nﬂxmnﬂnc uninl: mengatur Aan mengurus  urusan
pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danfatasn
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa adalah dana vang hersumhber dari
Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah yang
diperuniukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening.
Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyvarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

S. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang, disebut
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s denigan n&ina lain divantu peraangkat Desa sebagad uinsur
i penyelenggara Pemerintahan Desg;
6. Jumialy Desa adalalr jumlah Desa yang ditctapken olely
Merteri Dalam Negeri;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

S s | s L N T T i T L N
disingkat APP Dcsa, adalah roncana ktuangan tshunan

Pemerintahan Desa.

BABII
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

L F3 A ALR ZeLAW NS LL DL

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur/menetapkan Rincian Alokasi
Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 3

O

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Talwui: Anggaran 2619 scbagaimana dimaksud dalam SDasal 2,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan
pada °

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan

Sxvendands  smvasvedvrdailsr  asmalrn lrsseededrteween 1 o weloero s slean
EREvaeiicid ; eam, .ol

i plriaiaa igaa AliiSniiicil, (88 Widyaii, Gan

indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
Pasal 4

{1} Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam

b NP o — i S N S 1 _ b, SR ¥ 5__ ¥ X
Tadsal J iuitu: a, QLU UCidadainiail aiosasSi Gasai

kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.

O {2) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks
kcsalii‘an suus:.a‘x:o cpiﬁasu.tmmmm: a &
huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang
danjataw lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

(3} Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
ﬂ%mo-’]ﬁcud mada a}m {2} ﬂﬂo]nmn dﬁag’?.‘l.‘; ‘_r!ﬂﬂﬁggl'ln?lt&ﬂ
formula sebagai berikut:

W= {0,25.x Z1} + {0,35-x Z2) + {0,;10.x Z3} + {0,30. % Z4l =
{DDkab — ADkab)
Keterangan:
W = Algkasi Dana Desa setian Desa vang dihitiing

alrnaad Andave Donacl 2
VI VLIS £ QT W

berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tngkat
kesulitan geografis Desa

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa kahupaten

i
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n. Laporaii NeauiSast Ppeitanggungjawavaii TCHANE
penggunaan Alokasi Dana Desa ishun anggaran
sebelumnya;

(2) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huraf e, huruf 1, huruf
g, dan huruf h disampaikan kepada Bupati Ogan Ilir melalui
Dinas PMD Kabupaten Ogan Hir paling Lambat 1 {satu)
bulan sebelumny, untuk penyaluran dana tahap I

Pasal 7

{1} Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Il dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan sebagai berikut:

a. Surat Pengantar Camat -

b. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada
Bupati melaui Kepala Dinas PMD Kabupaten;

c. laporan reslisasi Pertanggungjawaban penggunaan
Alokasi Dana Desa tahap [;

d. laporan realisasi pengsunaan Alokasi Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, menunjukkan
paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah
digunakan sebesar 90% {sembilan puluh per seratusy;

e. Penyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi
Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a
kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun anggaran berjalan.

f. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat
pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir.

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan sebagai berikut:

a. Surat Pengantar Camat

b. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada
Bupati melaui Kepala Dinas PMD Kabupaten;

c. laporan realisasi Pertanggungjawaban penggunaan
Alokasi Dana Desa tahap Ii; '

d. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap 1
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menunjukkan
paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah
digunakan sebesar 90% {sembilan puluh per seratus);

€. Penyampaikan laporan realisasi pengsunaan Alokasi
Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf
a kepada Bupati paling lambai minggu kedua bulan
Oktober tahun anggaran berjalan.

f. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat
pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir.

|3} Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa sefiap tahun
dianggarkan dalam APBDesa.
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zZ2 = p&asio jumiah penduduk mmiskin setap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten:

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa kabupaten

Z4 — rasic IKC kabupaicn icrhadap tota! G

= kabupaten yang memiliki Desa
DBkabk = paga Alekasi Dana Dese kabupsien
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan

jumlah Desa dalam kabupaten

{4) Indelze kesulitan genorafic Daeca sebagaimana dimaleund
dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarken data deri kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan wurusan
pemerintah di bidang statistik.

BAB I
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

{1} Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui
pemindabbulmean. dari PRekening Xas Umum Desreh ke
Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan
penyaluran dipenuhi.

{3} Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara hertahap:
a. tahap 1 pada bulan Maret sebesar 20% (Dua puluh per

seratus); dan

b.tahap II npada bulan Agustus sehesar 40% {empat puluh
per seratus);

c. tahap Il pada hulan Nopember sehesar 40% [empat puluh
per seratus);

Pasal 6
{1} Penyaluran Alokasi Dana Desa Tshap ! dilakuken setelah
Kepala Desa menyampaikan:

a. Surat Pengantar Camat

b. Surat Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada
Bupati meiaui Kepala Dinas PMD Kabuparten;

c. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja
{APBDes) Desa, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMDES] atau Reviw RPJMDES dan
Rencana Keria Pemerintah {RKP) Desa;

d. Rencana Anggaran Biaya Penggunasn Alokai Dana Desa;

e: Poto Copy Karta Tande Penduduk Kepala Desa ataw
Pejabat Kepala Desa;

f. Poto Copy NPWP atas nama Pemerintah Desa

g Surat pernyataan Pertanggung Jawaban penggunaan
Dana dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa;




Q

-6-

TR .
ra>ar O

Apabila. terdapai Sisa Lebih Pembisysan Anggaran {SHLPA)
Alokasi Dana Desa {ahun sebelumnya, meaka akan
ditambahkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan
rada tahun herilminya sehesar QULPA dengan peruntulkan
kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

BAB 1V
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9
Alokast Dana Desa diprioritaskan vwntuk membiayal kegiatarn

rutin kantor, Siltap dan tunjangan BPD serta insentif pengurus
kelembagaan yang ada di desa serta operasional

poLycicLggas al poLuc el e, Polulagu L,
pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan
yang meliputi -

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

s mare s s e AT aduwmond TNmances Thnese  S3imavem In Toman v v e
EICIE s,

pﬁGﬁt&S PlligEguindais neOnadS: trafict 1,090 CUIXINCELE iedn

pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa,

meliputi:

a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk

marerdatelv e Forrvven vl Tratmlrmerme P etstene] s

permukiman;
pembangunon, pengembengan don pemelibarcon. serana.
dan prasarana kesehatan masyarakat;
€. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
fdan nragarana Fpnrliﬂibnn’ qnmial dan kebuda;mgn;
d. pengembangan usaha eckonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharsan sarana  prasarans
produksi dan distribusi; atau melalui pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES]);
nemhangunan  dan  nengemhangan SATANA-DTARATANA
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan
f. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum desa {tanah
untuk kantor kepala desa, polindes, PAUD dan lain-lain)
apabila di desa dan kelurghan tersebut memang sulit
untuk masyarakat berswadaya tanah;
g Pembangunan sarana air bersih, siring, dan MCK serta
pemeliharaan Pamsimas dan Sanimas.
h. Pembangunan dan pemeliharaan yang dimaksud pada
poin a sampai g merupakan aset desa
2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai Daftar
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang
dibutuhkan desa dan tidak bertentangan dengan aturan
yang berlaku.
3. Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai

w
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negiatail yang tidax iSiilasuk dalain piiciiias Peigginadil
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeralr setelaly mendapet persetujuan keputusar
musyawarah desa.

4. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi

TV e T e
LSCRLECL B I,

3. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas
penggenaan Alekast Dana Desa.

6. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Khusus untuk Desa dalam perencanaan program dan kegiatan
pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa,
harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan desa, meliputi:

a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan
kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan
prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses
kehidupan masyarakat Desa;

b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana
dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik
pendidikan dan kesechatan masyarakat desa untuk
mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
dan

C. Dosa taju dau abau ieusdil, secmps ioniiaskeut kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada
periuasany skals ckonomi demr investasi desa, itermasuk
prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat TTG
dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan
untuk mendanai kegiatan vang bertujuan

meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta

perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok
masyarakat dan desa, antara lain melalui:

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,
pengembangan atau bantuan alatalat  produksi,
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan
dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh
kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Uesa, termasuk
pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD] dan pengembangan Kkapasitas Ruang Belajar
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promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan

hidup bersilv dasr schat, termasuk peningkatan kapasitas
pengelolaan  Posyandu, Poskesdes, Polindes dan
ketersediaan atau keberfungsian tenaga

Pty s £ - -0 o UEG
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peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian linghungen hidup; dan

bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan
Aalarms Wirccramranals MNacn

Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, lembaga
kemasyerekeaion, moupun kelompek pemudo.

Pasal 12

Secara umum rincian Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana
Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019, adalah
sebagai berikut:

1)

Prioritas Penggunaan ADD untuk Desa :
A. Belanja Pegawai
1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
a. Kepala Desa = 1 org x 12 Bulan x@ Rp.1.500.000,-
b. Sekretaris Desa Non PNS = 1 org x 12 Bulan x @
Rp.1.125.000,-
c. Kepala Seksi = Maksimal 3 orang x 12 Bulan x
@Rp.756.500,-

d. Kepala Urusan = Maksimal 3org x 12 Bulan x

@Rp-750-8886;-
€. Kepala Dusun = jumlah orang x 12 Bulan x @ Rp.
750.000,-
X [ RSP . LE g ey ] o e i o TAmmm XTI

Lo J.u_u._jausa.u EFCGAICALE 2 L mua_yawmatzux LFCICE ll.Jl. .!J,
a. Kepala BPD = 1 org x 12 Bulan x @ Rp. 800.000,-
b Wakidl Ketua BPB-= I org x 12 Bulan x @Rp:-780.000,
c. Sekretaris BPD = 1 orgx 12 Bulan x@ Rp 700.000,-
d. Anggota BPD = Jumlah orang x 12 Bulan x

AR BENN NNN
PESL WS o P AT AT 2 XS AT S o

3. Insentif KPMD Desa = 2 orang x6 Blnx @Rp. 250.000,-

4. Insentif cperater desa = I erang x O Bln xPp.500.000.-

5. Insentif LPMD desa = 3 orang x 6 bin x Rp. 250.000

6. Insentif RT = Jumlah orang x 12 bln x @Rp. 250.000

7. Insentif Hansin Desa = Minimal & prang » O hin ={ARN,
100.000

8. Insentif Petugas Kerchanian = 1 orang x 12.bin. Z@Rp.
300.000

9. Insentif Tenaga Administrasi Madrasah Diniyah 4 Org
a Kenala NDesa / Knordinator 1 Orang ¥ ONOR x
@Rp.700.000,-
b. Staf Administrasi 2 argx 12 OB x @Rp 400.000.-
¢. Petugas Kebersihan 1 orgx 12 OB x @Rp. 400.000
10.Insentif PPKD
a. Kades sebagai KPPKD lorg x 90B x @Rp. 700.000
b. Sekdes sbg Koordinator 1 org x9 Obx@Rp.500.000
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<. Réiua raansana Massiing 2 oig 2 50D 4 @ Rip.
450.000,-
& Kaur Keuangan Selaku Bendahara ¥ 8igx90Bx
@Rp. 300.000,-
11.Operasional karang taruna = Rp. 10.000.000,-

T M S mem 1 THZTZ Thmmen = T3 143 QNN ANA
AN PO COIMILACES. £ IXIX LSLDCL ™7 Ao LIS T UT ™

13.Operasional Posyandu = Rp. 1.000.000,-
i4-Operasienal BPD-= Rp: 18606080,
15.Operasional LPMD = Rp 1.000.000,-

16 Operasional Lembaga Adat = Rp. 1.000.000,-

17.Operasicnn! RT = Bn 1000000,

B. Belania Barang dan Jasa

. Belanja ATK Desa = Rp, 2.000.000,-

Belanja ATK PTPKD = Rp. 2.000.000,-

Pembuatan Desain dan RAB = Rp. 2.500.000.-

Biaya survey kegiatan = Rp. 750.000,-

5. Biaya sertifikasi kegiatan= Rp. 2.500.000,-

6. Biaya pembuatan dan penggandaan laporan ADD dan
Dana Desa APBN = Rp. 2.500.000,-

7. Biaya Pembuatan dan penggandaan APBDes = Rp.
1.000.000,-

8. Biaya Pembuatan dan Penggandaan RPJMDes {bagi
Kepala Desa Yang Baru)= Rp. 1.000.000,-

9. Biaya Pembuatan Papan Informasi = Rp.250.000,-

10. Cuci cetak foto kegiatan = Rp. 300.000,-

11. Biaya musyawarah desa = Rp. 2.000.000,-

12. Biaya pembelian materai = Rp. 550.000,-

13. Biaya Langganan media = Rp. 3.500.000,-

14. Biaya pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong = Rp.
2.000.000,-

15. Biaya Lomba Desa = Rp. 1.000.000,-

16. Biaya Pendataan dan input Profil Desa Rp. 3.000.000,-

17. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa = Rp.
5.000.000,-

18. Biaya Peningkatan Kapasitas SDM KPM = Rp.

LA It at e W ot o ¥ o ¥
LAV VU,

19, Blaya Pemilihan BPD (bagi yang habis masa Jabatan)
-Qp 1o %G‘A%

20. Biaya Pemﬂ:han PAW Kepala Desa {(bagi yang
melaksanakan PAW) = Rp. 15.000.000,-

1 Tl Thmmmm s cvdimnm T2 b Tomfcmemnemnd A T T i e Tam
de AFIQRYCE T CALLISLLQAUCUIL L ICRACEIING AAEICFLAABCRDIL £ 23 LI2 SHS — g,

1.000.000,-

22, Sosialisasi Pencegahan Penanganan dalam Tindak
Pidana Korupsi = Rp. 3.000.000,-

23. Turan BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Kecelakaan

Tarin rioe anhnﬁ =3 1 Forradet 1‘() 1‘\3“ f\ Dn 12 18N
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P

L. Belanis Perialanan. Dinss.

Perjalanan Dinas Kepala Desa = Rp. 8.000.000,-

1.
2. Perjalanan Dinas Perangkat Desa = Rp.2.000.000,-
2 Perialanan Ninas RPN = Rn 1_000.000 -

g e Ly
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{1). ¥husus. pembangunan. fisik atan pengadson tansh untulk
fasilitas umum atau kas desa dialokasikan sesuai jumlah
pagu masing-masing desa setelah dikurangi rincian rutin
pengounaan ADD Ksbupaten;

{2} Penggunaan alckasi untuk pembangunan fisik atau
pengadaan. tanah. uniuk fasilitas wmum. hamis. disesuaikan,
dengan kebutuhan desa dengan berdasarkan hasil
keputusan musyawarah desa.

{3} Khusus pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus ada
minimal surat jual beli dan atau hibah ke desa.

Pasal 14

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dinaksud dalain Pasai iG, dilakukai dengan

mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa

berdasarkan ingkat perkembangan kemajuan desa, yaitus

a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada

e Iy Trn Tmammam e 1 P= PN mdemar yromles Taeceny o ey

mcmuuna. myausa.u A.CLJG. Gaii QAL UDAiIE  at i, Jita
bantuan penyiapan infrastrukiur bagi terselenggaranya
kerja- dan usaha warge atawy masyarskat batk dari proses
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan
kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

T Naan harlbrarmlwnmre AT nn-i-no‘m-n marmhard avaon

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas
danx lmelitas kerje den atown preses preduksi sempai
pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau
akses modal/fasilitas keuangan; dan

¢. Desa main dan ataun mandiri, mengembanglkan kegiaian
pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan
meniadikan desa sehagai lumbung ckonomi atan kapital
rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau
memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu

manusia dart kapltai desa secara berkeianjutan

Pasal 15
(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat

heingjuadn Jdesd Uhitk penyustivau profilas pougguireas
Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan
date Indeks Desa Membangun (DM} yang ditetapkar olely
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transnugram

FOW. T o emaree —— A T oF e Thvevma Al -
15y InicriGasi PCRERGEGaali Gawl 10ulns  O8a n.u.t,mbai'iglu;

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus diinformasikan
sccare terbuka olehr Pemerintah Kabupaten dan menjadi
salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis
Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan

f\a"\‘“(qhﬁﬂ Ly, ey oy
r‘l b AL ES VLT XY
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data rujukan dimaksud ayat {1} di atas kepada seluruh
desa, bersamasn dengan penjelasan tentang indikatif atau
pagu Alokasi Dana Desa, Alokasi Alokasi Dana Desa dan
informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah

il e s

ALCDCL (01 CL

Pasal 16

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Pasal 17

(1) Setiap Pengeluazan belanja atas beban APBDesa harus

muu_&mxg ucngan uux&u ydilg Lcugtsay ‘u.dll bd_l.l

{2} Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus mendapat
pengesahan oleh Sekretaris Dess atas' kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3} Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa

2 dnds Aaend Allnlaslrae cnloalvysn  wasee vy ofn o i ’lnn-\

Fd.l. LRI DMCLINCYTF ORI ELI AR ).cu_n,ausa.u PCLaLuAd.Ll
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
{4} Bendahara desa schagal wajib- pungut pajak penghasilen
{PPh} dan pajak Ilainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

¥ c'l" T
I-e‘rnnrrlg bnc neoarp oe -a-l dvngnf}_ l{etyntuaﬂ ?erub ran

perundang-undangan.

BABV
PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

{1} Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana
DesaTahap 1, W dan 1T dan fotocopy Surat
Pertanggungjawaban yvang dilegalisir kepada Bupatl melalui
Camat dan Dinas Pemberdavaan Masyarakat Desa
Kabupaten Ogan Ilir.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alckasi Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dengan ketentuan:

a. Tahap 1 paling lambat minggu keempat bulan Maret
tahun anggaran berjalan;

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober
tahun anggaran berjalan;

c. Tahap Ii paling lambat minggu keempat bulan Januari
tahun anggaran berikuinya
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Pasal 19

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa
datam nal :
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15;
b. Terdapat Sisa Alckasi Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen}
e 2nlnee o Fmdmsy
m_u_pa. Fang j$aasS; GQ4aiij dau
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
dacrah.
{2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap

penyaluran Alckesi Dana Desa tahap T tahun angreren
herjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun
anggerapn. sebelumnye,

{3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang
akan disalurkan pada iahap I penvaluran Alokasi Dana
Desa tahap 1 tidak dﬂakukan

{4} Penundaan penyaluran Alckasi Dana Desa sebagaimana,
dimaksud pada ayat {1} huruf b dilakukan sampai dengan
Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
telah direslisasikan penggunaannva, sehingga Sisa Alokasi
Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa fshun
anggaran sebelumnya

{5) Dalam hal sampal bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa
Alckasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran
Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran
Alokasi Dana Desa tahap I

{6} Dalam hal sampai bulan Nopember tahun anggaran berjalan
Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% {tiga puluh persen), penyaluran
Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran
Alokasi Dana Desa tahap 1.

Pasal 20
{1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang
ditunda dalam hal :
a. Dokumein scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
{1} huruf a telah diterima; dan
b: Terdapat wusulan dari aparat pengawas fungsionad
daerah.

(2} Dalam hat penundaan penyaluran Alokas1 Dana Desa

sampal dengan bulan November tahun anggaran bexjalan,
Alskasi Dana Desa Hdek depat disalurken lag ke RKD-dan
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{3} Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang
bersanghkutanr mengenai Alckasi Dana Desa yang ditunder
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan

APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGELCLAAN PENGADUAN DAN
PENANGANAN MASALAH
Pasal 21

(1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap
pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud daii
pengawasan masyarakat.

{2} Pengaduany terhadap pelaksanaan Aloksst Dana Desa dapat
berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat
yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak

Trommrmntee  smaiieetes  Tlosmaei;mdnl  Wnlapeadae u kenads

tan maupun Pemerimian Kaoupaten aiau scpada

pihak yang berkompeten lainnya.
{3} Belam menangant sclap pengaduan den penyclesaian
masalah harus diselesaitkan secara berjenjang dengan
mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara

persuasif dan sedapat munhegkin mensghindari proses hukum.
{4} Namun demikian apabila pendekatan persuasif dan
musyasworch. Hidak menemulkon. penyelesaion make dapet di

tempuh melalui jalur hukum.

(5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian
masaiah harus menguiaitakan prinsip-prinsip antara lain :
a. Rahasia, Identitas yang melaporkan {pelapor) pengaduan
hEaTuS GiTaiaSIEKETT.
b. Berjenjang, Semua pengaduan diiangani pertama kali
oleh pelaku Alokasi Dana Desa setempat. Jadi bila

TR IS TR TR SIS S 5O, N X wrmn o Timam s o o i e

poiiGas IRUNCH: i < dﬁS&, Hidsa Poieaiia
kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya
adelalr masyarakat desa terschbut difasilitasi oleh Kasi
PPDK, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan
Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau

naw Thearmer x 3 3
perkembangan penangonan. Bils pelaku di tempat Hdak

berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang
atasnye member rekemendasi pepyelesaion aton bahkan
turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.

c. Transparan dan Partisipatif, Sejauh mungkin masyarakat
harus diberitahn dan dilihatizan dalam proges
penanganan pengaduan terhadap masalah vang ada di
wilayahnye. dengan difasilitasi oleh. Pendamping. Sehagai
pelaku utama pelaksanaan ALOKASI DANA DESA,
masyarakat harus disadarkan untuk selalu
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d. Proporsional, Penanganan sesuai dengan cakupan
kasusnya. Jike kasusnye henya berkaitan dengam
prosedur, maka penangannya pun harus pada tingkatan
prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan

wwmalran ereanealoals  adore

pmsedm dan F:e;zsauuw.t daria, Giana IaSdidit ataul
kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau
penyalahgunaan-dana saja

e. Objektif, Sedapat mungkin dalam penanganan
pengaduan, ditangani secara  objektif.  Artinya
§engadum_tf>eng‘duan }m‘mg m-nno-nt kf.w-no cﬁ]n?‘n Aﬂ‘lj‘i
kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga
Hindaken yong diekuker sesual derngon date yang
sebenarnya.

BAB VI

MIBADTATA ARNTTAVANTDTAT T ATITA G AN
LV UNIAAINY LN E LRI VY mﬂlﬂ

Pasal 22

(1} Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian
dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi
hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada
Desa.

(2) Pemerintahh Kabupaten membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan
melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun
SKPD yang ditunjuk.

{3} Disamping Pemerintah Kabupaten, pengawasan juga
dilakukan oieh unsur berikut :

a. BPK

b. BPKP

¢. Inspektorat

d. Masyvarakat

BABIX
PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 4" unwan 2019

BUPATI OGAN ILIR,
dto.
M. ILYAS PANJI ALAM
Diundangkan di Indralaya

pada tanggal, 4 Jqwan 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.
HERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABU }EN OGAN ILIR,

<
HA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631111 198503 1 007




